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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dijelaskan di beberapa Bab sebelumnya, 

maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan, anatar lain 

yaitu: nadzir keenam yang menyuruh Hj. Muyassaroh untuk 

memebeli tanah wakaf pondok al-Mu’min dan saat tanah wakaf 

disengketakan nadzir keenam tersebut merasa bahwa tidak pernah 

ditunjuk menjadi nadzir dari tanah wakaf tersebut. Dan dalam 

sengketa ini terdapat 4 sertifikat tanah wakaf yang tercantum bahwa 

tanah tersebut telah diwakafkan. Akan tetapi ahli waris menyatakan 

bahwa salah satu dari tanah wakaf tersebut tidak pernah diwakafkan 

oleh wa>qif, dan satu tanah wakaf juga dalam keadaan terbengkalai 

tidak terurus. Dan satu sertifikat juga tidak tercantumkan nama-nama 

nadzir. Akan tetapi setelah melakukan wawancara dengan pihak 

BPN, memang pada sekitar tahun 1980, rata-rata sertifikat wakaf 

tidak menyantuymkan nama-nama nadzir. Untuk pembuktiannya 

BPN menunjukkan warkah yang dimiliki oleh pemimpin dan Nomor 

sertifikat. 

2. Tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat diminta kembali 

karena tanah tersebut sudah menjadi milik umat, kecuali apabila 

tanah wakaf tersebut memilik jangka waktu. Apabila jangka waktu 
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perwakafan telah habis maka wa>qif berhak untuk meminta harta 

benda tersebut. Seperti yang tertera dalam UU No. 41 Tahun 2004 

tentang  wakaf pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wa>qif 

untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. 

Dan disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 11 ayat (1) desebutkan bahwa 

tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan 

peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam 

Ikrar Wakaf. Dan penyimpangannya hanya dapat dilakukan setelah 

terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama 

karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh 

wakaf dan karena kepentingan umum. 

 

B. Saran 

1. Saat ini telah ada undang-undang perwakafan yang mengatur tentang 

berbagai hal dan tata cara tentang perwakafan. Oleh karena itu setiap 

terjadi proses perwakafan hendaknya penunjukan seseorang untuk 

menjadi nadzir, ditunjuk sesuai dengan syarat nadzir seperti yang 

tencantum dalam Undang-undnag Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf dan orang tesebut dapat dipercaya untuk mengelola tanah 

wakaf, agar dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf  

dapat dilakukan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukaannya. 


